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Masyarakat
Miskin Diber
Pendampingan
Hukum Gratis

W SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot)
Yogyakarta memberikan bantuan pendampingan
hukum gratis kepada masyarakat miskin. Pen-

dampi m ini diberikan untuk menjami
pemenuhan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sub Koordinator Kelompok Substansi Ban-
tuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda
Yogyakarta, Saverius Vanny Noviandri mengata-
kan, ada kekhawatiran masyarakat terkait biaya
ketika berhadapan dengan hukum. Terutama ba-
gi masyarakat yang masuk dalam kategori mis-
kin.

"Justru layanan ini hadir untuk upaya men-
jawab ketakutan-ketakutan warga (akan biaya),
khususnya masyarakat yang masuk kategori
(miskin}itu ketika berhadapan dengan persoalan
hukum. Tni adalah upaya pemerintah hadir supa-
ya bantu bisa kan h
kepastian hukum dan kesamaan di muka hu-

kum," kata Saverius di Kompleks Balai Kota Yog-
yakarta, Jumat (5/8).

Saverius menyebut, pendampingan hukum
ini diberikan baik untuk perkara litigasi maupun
perkara non-litigasi. Litigasi mulai dari perkara
pidana, perdata, dan tata usaha negara, sedang-
kan non-litigasi antara lain penyuluhan hukum,
mediasi, dan drafting dokumen hukum. Namun,
ada beberapa perkara yang tidak bisa difasilitasi.
"Ada empat perkara yang tidak boleh, ada makar,
terorisme, korupsi dan narkoba," ujar Saverius.

Masyarakat yang ingin mengakses layanan
pendampingan hukum gratis ini dapat melalui
lembaga bantuan hukum (LBH) yang sudah
bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta. Nanti-
nya, penyelesaian perkara akan didampingi oleh
LBH

"Silakan mereka mendatangi LBH terkait,
nanti ketika sudah ada kesepakatan pemberian
kuasa kepada LBH, pendampingan dapat dilaku-
kan, Dan setelah perkara selesai, maka LBH me-
ngajukan reimburse kepada kami," jelasnya.

"Kami cek dan jika memenuhi persyaratan
kami akan memberikan penggantian biaya sesuai
aturan yang berlaku," lanjutnya.

kat yang dapat layanan
ini, lanjutnya, harus ber-KTP Kota Yogyakarta.
Selain itu, mereka juga harus menyertakan surat
keterangan miskin.

"Mereka (masyarakat) bisa mendatangi kami
ke bagian hukum, bisa juga mendatangi langsung
LBH-LBH yang sudah bekerja sama dengan Pem-
kot Yogya. Kalau mereka datang ke kami ke kan-
tor bagian hukum akan kami berikan informasi
persyaratan yang dibutuhkan apa-apa saja," kata-
nya menambahkan.
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